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ABSTRAK 
Nama Penyusun : Zainuddin 
Nim   : 10500110121 
Jurusan   : Ilmu Hukum 
Judul                           : Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani      
Premanisme   Di Kota Makassar 
 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Premanisme Hal ini 
dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus mengenai Premanisme yang membuat 
resah, tidak aman dan merugi pada Masyarakat. Sehingga perlu untuk diketahui, 
Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme, Sejauh manakah peran 
Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme serta Faktor-Faktor apakah yang 
menyebabkan timbulnya Premanisme. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 
metodelogi yaitu Wawancara dengan Pihak Kepolisian dan Pihak Kecamatan yang 
menangani dan memahami kasus Premanisme tersebut serta Studi dokumen terhadap 
data yang ada di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) dan Kantor Camat di Kota 
Makassar. Analisis data Yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang 
mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada Ketentuan hukum yang 
secara khusus mengatur tentang Premanisme tersebut, akan tetapi jika perbuatan 
tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada 
masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori Premanisme sehingga dapat 
dipandang sebagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan QS Al-Maidah/5 : 32, 33 dan 39. 
Sejauh ini peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme mulai dari 
tahun 2012/2013 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan, terdapat kemajuan 
yang baik bagi kepolisian khususnya yang menangani kasus yang termasuk kategori 
premanisme tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang penulis temukan pula masih 
banyak terjadi perbuatan yang masuk kedalam kategori premanisme. 
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme antara lain Ekonomi, 
Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap anaknya dan Kondisi Sosial 
Dikarenakan bahwa perkara premanisme ini dianggap sama dengan tindak 
pidana biasa sehingga belum ada secara khusus yang mengatur tentang itu dan masih 
tetap diberlakukan KUHP. Angka Premanisme ini mengalami penurunan, hal ini di 
karenakan Pihak Kepolisian telah serius dalam menangani Premanisme walaupun 
masih terdapat pebuatan Premanisme tesebut serta upaya-upaya Pihak Kepolsian 
dalam menangani Premanisme berjalan dengan baik.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah merupakan salah satu Negara yang mempunyai 
penduduk terbanyak di dunia, tentu dari banyaknya penduduk tersebut membutuhkan 
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnyamereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, tapi 
lowongan yang disiapkan oleh pemerintah belum mencukupi dengan jumlah 
penduduk yang ada. Dan akhirnya sebagian orang yang tidak mendapat pekerjaan 
mengambil inisiatif untuk menjadi seorang preman. 
Lebih khususnya di Makassar, Makassar merupakan  salah satu kota yang 
mempunyai penduduk begitu banyak yang dimiliki Indonesia, ini menunjukkan 
dengan banyaknya penduduk tersebut secara otomatis penduduk tersebut 
membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari biaya 
makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, untuk mendapatkan biaya tersebut harus 
melalui pekerjaan, sedangkan lowongan pekerjaan yang di siapkan oleh pemerintah 
tersebut belum mencukupi penduduk yang begitu banyak, sehingga banyak orang 
yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya lebih memilih untuk menjadi 
preman.  
2 
 
Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Kota Makassar mulai 
berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka 
pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai 
mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam 
bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan lingkungan masyarakat 
ataupun orang lain. 
Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada korban jiwa dengan 
kondisi kematian yang cukup mengerikan. Fakta ini tentu menjadi ancaman serius 
bagi ketenteraman masyarakat di tanah air khususnya di Kota Makassar.  
Kehadiran para preman ini jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban 
masyarakat.Bahkan cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah 
masyarakat.Keributan antarpreman di ruang-ruang publik tak pelak menebar 
ketakutan.Premanisme merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan 
sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, hingga 
pembunuhan. 
Sebagai contoh Penangkapan tokoh pemuda asal Maluku, John Kei, bersama 
mantan artis Alba Fuad, di sebuah hotel di Jakarta Timur, kembali membuka mata 
kita terhadap fenomena premanisme, khususnya di kota-kota besar.John diciduk 
karena diduga terlibat pembunuhan bos PT Sanex Steel, Tan Hari Tantono alias 
3 
 
Ayung, pada 26 Januari 2012.Belum lagi dugaan itu dibuktikan, John dan Alba 
diketahui sebagai pengguna narkoba.1 
Sebagai contoh kasus premanisme yang terjadi di sekitar wilayah Kota 
Makassar lebih khususnya lagi di Jl. A.P Petterani pada tanggal 9 Mei 2013 pada 
pukul 04.40 sedang terjadi kekerasan terhadap masyarakat dan wartawan yang 
dilakukan oleh premanisme mengalami luka yang parah sehingga dilarikan ke UGD 
Rumah Sakit Ibnu Sina dan barang berharga miliknya dirampas seperti laptop.2 
Sebelumnya, Pada tanggal 6 April lalu, Harun Jurnalis Fajar TV menjadi 
korban kekerasan oleh kelompok pemudah saat melintas di jalan Veteran Utara.Polisi 
menangkap salah seorang yang diduga pelaku. Namun dengan alasan tidak cukup 
bukti, dia lalu di lepaskan.Padahal dalam pemeriksaannya dia mengaku ikut dalam 
rombongan geng motor tersebut.Aksi Premanisme juga dialami ratusan pedagang dan 
ribuan pengunjung Pantai Losari.Puluhan preman yang telah menguasai Pantai Losari 
itu sering memeras dan mengancam pedagang jika permintaanya tidak dipenuhi.3 
Hal ini menunjukkan bahwa premanisme yang ada saat ini sangat 
memprihatinkan.Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini 
sangat menggnggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian 
                                                           
1Elis Hamsah, Jakarta, Tempo. Com,Hari ini Polda Metro Jaya Jemput Jhon Key, (Selasa, 6 
Maret  2012) 
2Elis Hamsah, Jakarta, Tempo. Com,Hari ini Polda Metro Jaya Jemput Jhon Key, (Selasa, 6 
Maret  2012) 
3Makassar. Kompas, Masyarakat Makassar Minta Bantuan TNI untuk berantas 
Preman,(Kamis 9 Mei 2013) 
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diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka  terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan 
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya 
ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nampaknya 
belum terlaksana dengan baik.Sedangkan fungsi dan tujuan kepolisian sudah sangat 
jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah di sapakati 
oleh pemerintah. 
Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, 
Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan 
dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka  terpeliharanya keamanan dalam Negeri.Dengan tujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, 
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dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia.4 
Sedangkan yang menyangkut masalah premanisme juga di bahas didalam Al-
Qur’an, menurutnya bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi, termasuk 
memerangi Allah swt, dan itu juga harus diperangi.Sebagaimana  terdapat di dalam 
Al-Qur’an  S.Al-Maidah/5: 33 : 
ִ☺ 	
ִ ֠	 

 	  !"##$ 
%ִ&'()#$ * +,%-.	 	/01( 2 
$ 	3&456 ) 7$$ 	38419) 
7$$ ִ:; &< '=>)?7)$ 
@!>&4%$#$ ABCD E	FG4HI 7$$ 
	%⌧KL) MND +,%-.	 O MPQR S 
'=!> Q T7HI * #U7?Q	  
'=!> Q#$ * VWHI-ִ	 Y	⌧U 
Z=0[ +\\] 
Terjemahan: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya).yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan 
yang besar.5 
Poin yang menarik dari dalil tersebut ialah Allah SWT pada ayatini 
menyebutkan, ancaman masyarakat dengan pembunuhan, sama halnya dengan 
                                                           
4Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), (Jakarta, 2003).h. 3-6 
 5Kementrian Agama RI,  ALJAMIL, Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemahan perkata, 
Terjemah Inggris(Bekasi, 2012).h. l-113 
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pernyataan perang terhadap Allah  dan  Rasul-Nya.  Pernyataan perang ini 
merupakan  perkara yang sangat besar dan penting. Artinya,  harus diketahui bahwa 
seorang yang  melakukan pembunuhan serta membuat kerusakan di bumi  telah 
berhadapan dengan Allah dan  Nabi-Nya. Oleh karena itu,  janganlah menyangka 
bahwa seseorang itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal bila  berkehendak, 
dia akan berbuat sesuatu untuk menentangnya. 
Allah SWT juga memberikan gambaran bagi orang yang membunuh 
seseorang atau membuat kerusakan di bumi tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh 
Allah SWT dan seseorang yang memelihara kehidupan manusia lainnya. Sebagaiman 
terdapat di dalam Al-Qur’an S. Al-Maidah/5 : 32 : 
AABD ]^A$ ִ_QR S VL%`-ab 
O*G< T a^)
#c'd e$ 
BD a^- ֠ 6(fK c%W' ghfK 
7$$ _01( 2 * +,%-.	 
ִ☺$i⌧8 2 a^- ֠ jkklQ	 
L&U☺ִ ABD#$ ִm#0Ae$ 
#n$i⌧8 2 #0Ae$ jkkLQ	 
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Terjemahan : 
Oleh Karena itu, kami tetapkan (suatu Hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang 
siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau 
bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka 
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seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul 
kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di 
bumi.6 
 Poin yang menarik dari dalil ini adalah bahwa orang yang membunuh dan 
membuat kerusakan di bumi, itu sama halnya dengan membunuh semua manusia dan 
itu juga harus di perangi, kecuali dia bertobat setelah melakukan kejahatan dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah SWT menerima tobatnya. Sebagaimana 
terdapat di dalam Al-Qur’an S. Al-Maidah/5 : 39 : 
 dBִ☺ 2 IY < uBD ?7& yezfY[! 
ִ⌧G4A{$#$ dv| 2 	 ~6) 
efUG4  k 	 ⌦[K⌧ 
:eh +\] 
Terjemahan : 
Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki 
diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.7 
Berdasarkan beberapa dalil di atas Allah SWT telah membrikan gambaran 
bagi orang yang membuat kerusakan di bumi beserta ancamannya dan juga bagi 
orang yang bertobat setelah melakukan kejahatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak 
memerhatikan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 
Sehingga fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini sangat memprihatinkan, 
                                                           
6Kementrian Agama RI, SYAAMIL AL-QUR’AN, Terjemahan Tafsir Perkata, (Bandung, 
2010).h.113-114 
7Kementrian Agama RI, SYAAMIL AL-QUR’AN, Terjemahan Tafsir Perkata, (Bandung, 
2010).h.113-114 
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untuk itu di butuhkan penangan yang serius oleh kepolisian terhadap masalah 
tersebut. 
Untuk mengantisipasi perbuatan premanisme ini agar tidak membuat 
keributan dan mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 
perlu ada penangan yang baik dari kepolisian, karena kepolisian merupakan lembaga 
negara yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menangani kasus premanisme 
ini, masyarakat hanya berharap kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus 
tersebut. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menangani kasus premanisme 
tersebut dikahawatirkan akan timbul komplik antara preman dan masyarakat, jadi 
jalan satu-satunya yang bisa menangani kasus premanisme tersebut adalah kepolisian 
sebagai lembaga Negara yang berfungsi untuk itu, tapi faktanya masih banyak 
preman yang berkeliaran di kota Makassar yang pada akhirnya membuat 
kesengsaraan di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meneliti 
fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang di sebabkan oleh adanya 
pengaruh premanisme tersebut. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Dari latarbelakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya 
mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani premanisme di kota 
Makassar, serta dasar hukum yang mengatur tentang premanisme tersebut.Objek yang 
akan diteliti meliputi Polsekta dan Kantor Camat yang berada di wilayah Kota 
Makassar. 
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Ketentuan hukum tentang premanisme ini belum ada yang secara jelas 
mengatur tentang hal itu, tapi pihak kepolisian dalam menangani masalah 
premanisme ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
seabagai alat untuk mengetahui perbuatan mana yang termasuk premanisme serta 
pemberian sanksi kepada para pelaku premanisme dan Undang-Undang No 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Bahwasanya kepolisian 
merupakan alat Negara yang berperan dalam memlihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka  terpeliharanya keamanan dalam 
Negeri.Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.8 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pemaparan latarbelakang diatas, maka penulis mengemukakan 
pokok masalah yakni bagaimana PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI 
PREMANISME DI KOTA MAKASSAR. Dari permasalah tersebut dapat 
dirumuskan kedalam sub masalah yaitu : 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme? 
                                                           
8Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), (Jakarta, 2003).h. 3-6 
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2. Sejauh manakah peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme ? 
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya Premanisme ? 
D. Hipotesis 
Dalam mengadakan sebuah penelitian dituntut adanya hipotesis sebagai 
jawaban sementara dari apa yang akan dibahas. Oleh karena itu, hipotesis atau   
jawaban sementara dari beberapa permasalahan yang diajukan dapat dikemukakan 
bahwa : 
1. Pengaturan hukum mengenai premanisme sampai saat ini, belum terlihat 
jelas. Apakah ada aturannya atau tidak, karena fenomana Premanisme ini 
khususnya di Kota Makassar, masih terus meresahkan masyarakat.  
2. Peran kepolisian sebagai alat Negara yang berperan dalam memlihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka  terpeliharanya keamanan dalam Negeri belum  
terlaksana dengan baik, mengingat masih banyak yang timbul beberapa 
titik permasalahan di kota Makassar disebabkan oleh perbuatan preman. 
3. Sejauh ini penyebab terjadinya Perbuatan Premanisme itu di karenakan 
faktor Ekonomi, Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap 
anaknya dan Kondisi Sosial. 
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E.  Definisi Operasional 
 Pengertian Peran adalahserangkaian perilaku seseorang menerangkan apa yang 
individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi 
harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain.  
 Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, Pasal 
4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam 
memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka  terpeliharanya keamanan dalam Negeri.9 
 Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda vrijman = orang bebas, merdeka 
dan isme = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada 
kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari 
pemerasan kelompok masyarakat lain.Sedangkan Istilah preman penekanannya 
adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugi.10 
Jadi, PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PREMANISME 
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh alat Negara untuk memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukun, serta memberikan perlindungan 
                                                           
9Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), (Jakarta, 2003).h. 3-6 
10http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Juni 2013) 
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kepada msyarakat dari para perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan 
merugi. 
F. Tinjauan Pustaka 
 Pembahasan mengenai peran kepolisian dalam menangani lalulintas telah 
banyak di perbincangkan dalam kehidupan kita, bahkan setiap hari kita 
membicarakannya. Akan tetapi mengenai peran kepolisian dalam menangani 
premanisme  belum banyak di angkat oleh para cendikiawan dan fuqaha, bahkan 
tidak pernah sama sekali di bicarakan. Padahal yang paling banyak membuat resah 
masyarakat adalah preman, mulai dari keamanan, kenyamanan, sampai pada kerugian 
yang dialami oleh msyarakat. Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda vrijman 
= orang bebas, merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan 
untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya 
terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.11 
Dalam hal ini beberapa literatur yang penulis temukan antara lain: 
Edward A. Thibault, Lawrence M. Lynch dan R. Bruce Mc Bride 
“Manejemen Kepolisian Proaktif”, buku ini menjelaskan tentang Kepolisian sebagai 
Unit Mini Communiti Relation.12 
                                                           
11http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Juni 2013) 
12Edward A Tibault, manajemen kepolisian proaktif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 
.h.25. 
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Soetomo, “Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya”, buku ini menjelaskan 
tentang Tahap-tahap Penanganan Masalah Sosial dalam berbagai Prospektif serta 
Pemecahannya.13 
Wahyuni, “Penanggulangan Kemiskinan”, buku ini menjelaskan tentang 
Pandangan Sosiologi Terhadap Masalah Kemiskinan, Proses Pembangunan dan 
Masalahnya, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya-Upaya Penanggulangan 
Kemiskinan.14 
Bagung Suyanto, “Masalah Sosial Anak”,buku ini menjelaskan tentang 
Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Pekerja Anak di Sektor Berbahaya, Anak 
yang di Lacurkan, Anak Jalan, Anak Terlantar, Anak Perempuan Korban Pelecehan 
dan Kekerasan Seksual serta Perdagangan dan Penculikan Anak.15 
Irwanti Said, “Analisis Problem Sosial”, buku ini menjelaskan  mengenai 
pengangguran salah satu penyebab dapat membahayakan stabilitas Negara yang 
akibatnya angka kriminalitas tinggi.16 
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka 
(1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh “preman” 
dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan 
sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, 
                                                           
13Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).    
14Wahyuni, Penanggulangan Kemiskinan, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012). 
15Bagung Suyanto, Masalah sosial Anak, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). 
16Irwanty said, Analisis Problem Sosial, (Makassar: Universitas Islam Negeri, 2012).h.25. 
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dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa 
menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label 
preman ketika dia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di 
sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban 
moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain 
bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah 
preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak 
aman dan merugi.17 
G. Tujuan Dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui secara baik, Peran Kepolisian Dalam Menangani Preman yang dilakukan 
oleh sekolompok orang tertentu, sehingga pemahaman dan penilaian kita terhadap 
peranan kepolisian tidak secara negatif dan msyarakat akan turut serta membantu 
pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Sehingga tugas kepolisian dalam 
memberikan kenyamanan dan keamanan seyogyannya akan terlaksana dengan baik. 
Pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
                                                           
17http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html(4 Juni 2014). 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang premanisme 
tersebut. 
b. Untuk mengetahui sejauh manakah peran Kepolisian dalam menanggulangi 
Premanisme di Kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi timbulnya premanisme di 
kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah memberi 
sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi literatur bagi khasanah intelektual 
pada umunnya, terutama dalam masalah premanisme. Kegunaan yang hendak di 
capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum mengenai 
penerapan hukum terhadap problem premansme. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas 
Hukum pada umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Ilmu 
Hukum. 
3. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran 
kepolisian dalam menangani preman dan faktor-faktor timbulnya 
premanisme didalam kehidupan kita. 
 
16 
 
b. Kegunaan Praktis 
Selanjutnya dari hasil penelitian ini di harapkan memberi pemahaman yang 
jelas bagi masyarakat baik dari sudut pandang hukumnya maupun dalam kehidupan 
sehari-harinya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Konsep Dasar Premanisme 
1. Pengertian Premanisme 
Mengenai pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas 
secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk 
merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi 
kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak 
aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori 
Premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana. 
Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda vrijman = orang bebas, 
merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk 
kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari 
pemerasan kelompok masyarakat lain.Sedangkan Istilah preman penekanannya 
adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugi.1 
Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) J.J Rijal menyebutkan istilah 
premanisme dalam Bahasa Belanda Vreiman “Orang Bebas” artinya Orang yang 
tidak mengabdi pada struktural birokrasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala 
                                                           
1http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (24 Juni 2013) 
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itu. J.J Rijal juga menyebutkan mereka ini adalah pedagang bebas sehingga disebut 
sebagai Vreiman “Orang Bebas”. tapi di akhir tahun 1970-an, muncul Organisasi 
Preman Sadar, Preman Sadar ini merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang 
baru keluar dari penjara.2 
Makaampoh mengatakan, premanisme adalah perilaku yang menimbulkan 
tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.Perilaku 
premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap 
mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang 
bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial 
Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah 
memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat 
bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti 
pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), 
pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan 
terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP) bahkan juga sampai 
melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), 
perilaku Mabuk dimuka umum (492 KUHP),yang tentunya dapat mengganggu 
ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.3 
                                                           
2Rizal fahrisa, istilah preman di indonesia muncul sejak masa voc (jakarta: antara sumsel, 
tahun 2013), h. 1. www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejak-
masa-voc (4 Juni 2014). 
3http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (4 Juni 2014) 
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Definisi Premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada 
perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering  dianalogikan sebagai 
individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 
dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, 
penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal 
ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang 
cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman 
maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya 
berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali 
disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan 
bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih 
dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di 
pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang 
“keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar 
uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, 
selain preman-preman dijalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa 
keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat 
prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun 
golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan 
dapat memicu terjadinya konflik.4 
                                                           
4http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html (4 Juni 2014) 
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Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori 
Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:  
1. Preman tingkat bawah 
Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong.Mereka 
biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan 
melakukan ancaman kepada korban. 
2. Preman tingkat menengah  
Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup.Mereka 
biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu 
legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman 
bahkan lebih “kejam”dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. 
Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk 
menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan 
perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara 
yang tidak manusiawi. 
3. Preman tingkat atas  
Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi 
massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa“ untuk membela 
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kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang 
“dilegalkan”. 
4. Preman elit  
Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka 
biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku 
premanisme.5 
2. Dasar Hukum Premanisme 
Dengan melihat hakikat premanisme tersebut,definisi premanisme sendiri 
tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan 
premanisme sering  dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang 
melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, 
seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain 
merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan 
secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh 
orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian 
tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada 
tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa 
orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi 
                                                           
5http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html(4 Juni 2014) 
22 
 
pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang 
harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena 
sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang 
yang meminta uang tersebut, selain preman-preman dijalan ada juga preman-preman 
yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe 
maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian 
antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan 
suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.6 
Untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan 
adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu adalah merupakan kejahatan tindak 
pidana maka perbuatan tersebut adalah premanisme dan dasar hukum yang di 
terapkan pada pelaku kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP)  
 Dan jika ditinjau dari Prospektif islam, dasar hukum yang bisa diterapkan 
kepada para pelaku kejahatan premanisme yang dianggap membuat kerusakan di 
Bumi tersebut adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah dalilnya antara lain : 
 Sebagaiman terdapat di dalam Al-Qur’an S. Al-Maidah/5 : 32 : 
 	 ִ  
 ! "#$%&()* +,-./	 
 ֠ 1234/ )&5)! 6734/ 
	 9:2; ) <=>?@ 
                                                           
6http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html(4 Juni 2014) 
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Terjemahan : 
Oleh Karena itu, kami tetapkan (suatu Hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang 
siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau 
bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka 
seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul 
kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di 
bumi.7 
 Poin yang menarik dari dalil ini adalah bahwa orang yang membunuh dan 
membuat kerusakan di bumi, itu sama halnya dengan membunuh semua manusia dan 
itu juga harus di perangi, kecuali dia bertobat setelah melakukan kejahatan dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah SWT menerima tobatnya. Sebagaimana 
terdapat di dalam Al-Qur’an S. Al-Maidah/5 : 39 :  
(ִ☺; de \ MH! f-g3ehO 
ִ⌧Qi	% (_)j; kK@ lm`,1" 
-3IQ n FZ)* kK@ ⌦>`h4⌧p 
pqr-7> <bs 
Terjemahan : 
                                                           
7Kementrian Agama RI, SYAAMIL AL-QUR’AN, Terjemahan Tafsir Perkata, (Bandung, 
2010).h.113-114 
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Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki 
diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.8 
Berdasarkan beberapa dalil di atas Allah SWT telah membrikan gambaran 
bagi orang yang membuat kerusakan di bumi beserta ancamannya dan juga bagi 
orang yang bertobat setelah melakukan kejahatan. 
B. Esensi Kepolisian 
1. Arti Kepolisian 
Walaupun pada dasarnya kepolisian itu bertujuan untuk melaksanakan 
kewenangannya dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan serta 
perlindungan kepada masyarakat, tetapi adakalanya ada sebab tertentu yang 
mengakibatkan peran kepolisian dalam menangani premanisme ini belum sepenuhnya 
berjalan maksimal atau dengan kata lain belum sepenuhnya tercapai keamanan, 
kenyamanan serta perlindungan kepada msyarakat. Kamus Purwadarminta 
Kata kepolisian berarti “ urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan 
polisi “,Istilah Polisi menurut para ahli berarti “ tugas , organ , pejabat dan ilmu 
pengetahuan kepolisian “. 9 
Menurut  Satjipto  Raharjo  polisi  merupakan  alat  negara  yang  bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan  
                                                           
8Kementrian Agama RI, SYAAMIL AL-QUR’AN, Terjemahan Tafsir Perkata, (Bandung, 
2010).h.113-114 
9Ekobudi, ISTILAH POLISI DAN HUKUM KEPOLISIAN, (Ekobudicahganteng, Tahun 
2009)http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html (4 Juni 
2014) 
25 
 
memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat. Selanjutnya  Satjipto  Raharjo  yang  
mengutip  pendapat  Bitner menyebutkan  bahwa  apabila  hukum  bertujuan  untuk  
menciptakan  ketertiban dalam  masyarakat,  diantaranya  melawan  kejahatan.  
Akhirnya  polisi  yang akan  menentukan  secara  konkrit  apa  yang  disebut  sebagai 
penegakan ketertiban.10 
Menurut Sadjijono dalam  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  
Kepolisian  NegaraRepublik Indonesia  dalam  Pasal  1  ayat (1) dijelaskan  bahwa 
Kepolisian adalah segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga 
polisi sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan. Istilah  kepolisian  dalam 
Undang-undang  ini mengandung  dua  pengertian,  yakni  fungsi  polisi  dan lembaga  
polisi.  Dalam Pasal  2  Undang-undang  No. 2  tahun  2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satufungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat,  penegakan  
hukum,  pelindung,  pengayom  dan  pelayan  kepadamasyarakat.  Sedangkan  
lembaga  kepolisian  adalah  organ  pemerintah  yangditetapkan sebagai  suatu  
lembaga  dan  diberikan  kewenangan  menjalankanfungsinya  berdasarkan  peraturan  
perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
KepolisianNegara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 
                                                           
10P Yeri Eka, KAJIAN TEORI : Tinjauan tentang polisi, (P Yeri Eka, Tahun 2012) 
eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%202%20-%2008401241012.pdf (4 Juni 2014) 
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1. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara yang  berperan 
dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat  
dalam  rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. 
2. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  KepolisianNasional  yang  
merupakan  satu  kesatuan  dalam  melaksanakanperan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11P Yeri Eka, KAJIAN TEORI : Tinjauan tentang polisi, (P Yeri Eka, Tahun 2012) 
eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%202%20-%2008401241012.pdf (4 Juni 2014) 
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C. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketentuan Hukum 
1.  Al-Qur’an surat Al-
Maidah ayat 32, 33 dan 
39 
2.  Kita Undang-Undang 
Hukum Pidana 
(KUHP) 
 
Terwujud-nya 
keamanan, 
kenyaman 
perlindungan 
kepada 
masyarakat 
Efektivitas Peran 
Kepolisian dalam 
Menangani 
Premanisme di 
Kota Makassar 
Peran kepolisian dalam 
dalam menangani premanise 
• Terlaksana 
• Tidak Terlaksana             
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (field research), dengan 
focus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, 
adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan 
peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis 
permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka 
pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.  
Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian 
yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga 
menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Kepolisian. 
penelitian ini mencoba untuk merumuskan permasalahan-persamalahan yang 
terjadi di Lapangan terkait dengan msalah Premanisme. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan pada Penelitian ini, maka yang menjadi lokasi 
penelitian ini adalah Wilayah Kota Makassar. 
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Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Kota 
Makassar memiliki tingkat permasalahan cukup tinggi khususnya perkara 
premanisme pada setiap tahunnya, sehingga menarik untuk diteliti mengenai 
permasalahan peran kepolisian dalam menangani premanisme tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi Obyek penelitian dalam pembahasan ini 
antara lain sebagai berikut : 
1. Populasi Penelitian yaitu Polsekta dan Kantor Camat di Kota Makassar 
2. Sampel Penelitian yaitu Polsekta dan Kantor Camat, yakni Kecamatan 
Mariso, Kecamatan Bontoala Parang, dan Kecamatan Makassar. 
C. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu 
hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara 
yaitu wawancara, observasi, dan penelitian-penelitian eksperimental, dengan 
menggunakan pendekatan filosofis dipergunakan dalam penelitian ini guna mengkaji 
mengenai inti, hakekat dan hikmah yang terkandung dibalik uraian ini. Pendekatan 
sosio-kultural pun menjadi hal penting dalam penelitian karena penelitian ini sangat 
terkait langsung dengan kultur masyarakat dengan segala faktor yang melingkupinya. 
. 
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Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf 
implementasinya dalam praktik di lapangan dimana dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi (pengalaman), pengamatan, dan wawancara, dan data-data yang 
diperoleh tersebut kemudian diperbandingkan, sehingga kesimpulan yang ditarik 
benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian ini. 
D. Sumber Data Penelitian 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut: 
1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, 
yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan 
melalui wawancara yang berkaitan dengan topic penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data 
primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya 
mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang 
diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan 
termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur 
ilmiah, dan artikel-artikel maupun makalah-makalah hukum yang dimuat 
dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori 
dalam pembahasan lebih lanjut. 
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E. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 
analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Yaitu penulis mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung dengan 
pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan 
pengalamannya dalam proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan 
peran kepolisian dalam menangani premanisme. 
2. Studi Dokumentasi 
Yaitu penulis mengambil data dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, 
peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengatur tentang 
premanisme serta data laporan yang ada (laporantahunan), bahan-bahan 
kepustakaan dalam penelitian ini mencakup buku, makalah, dan artikel-artikel 
ilmiah. 
F. InstrumenPenelitian 
Instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian 
kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan 
angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku 
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang terutama bertujuan 
untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti. 
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G. Analisis Data Penelitian 
Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa 
metode: 
1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Komperatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan kerancuan. 
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturanperundang-
undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun 
logika untuk mengambil kesimpulan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pembahasan 
1. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar adalah merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 
Sebelumnya bernama Kotamadya Ujung Pandang kemudian berubah menjadi Kota 
Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193).1 
 Kota Makassar terkenal dengan sebagai Kota “Anging Mammiri”, yang 
berarti “Kota Hembusan Angin Sepoi-Sepoi basah” (Hembusan angin yang selalu 
memberikan kesejukan terhadap Kota). Dan juga terkenal dengan “Pantai 
Losari”nya yang indah, dikenal sebagai ‘Meja Terpanjang’ karena pengunjung dapat 
menikmati berbagai hidangan lezat sambil menikmati hembusan angin laut yang 
menyegarkan dan menyaksikan terbenamnya matahari serta keindahan panorama 
laut.2 
Secara geograpis Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi 
Selatan pada koordinat 1190 18’27,97” – 1190 32’31,03” Bujur Timur dan 
                                                           
1Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 
2009).h.2. 
2Reza Pahlevi, Bagoes Ardianto, Ydhi, ATLAS PROVINSI SULAWESI SELATAN,  (Surabaya, 
Sabriana Jaya, 2006).h.45.  
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5000’30,18” – 5014’6,49” Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 
– 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 200 C sampai dengan 320C. 
memiliki area seluas 175,77 kilometer persegi, terdiri dari 14 Kecamatan, 143 
Kelurahan dengan jumlah penduduk 1.339.374 jiwayang terdiri dari laki-laki 557.050 
jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 % dan 
didukung oleh ketersediaan 32 RS, 1 RSUD Daya, 38 Puskesmas, 42 Puskesmas 
Pembantu, 972 Posyandu dan 14 Kapolsek. Visi Kota Makasar adalah ”Makassar 
Kota Dunia Berlandaskan Kearifan Lokal” dengan Kebijakan Pokok Pembangunan 
pertama adalah peningkatan Kualitas Manusia.”Masyarakat Kota Makassar terdiri 
dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti Etnis Bugis, etnis 
Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll.  Kota dengan populasi 1.112.688 
jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam.3 
Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Di sinilah letak Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II.  Kota Makassar sebagai Gateway 
(jaringan penghubung) Indonesia Timur secara geografis terletak pada posisi strategis 
karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam 
Provinsi di Sulawesi dan Wilayah kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. 
Sebagai kota terpenting di wilayah Indonesia bagian Timur,  Makassar yang 
berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 
                                                           
3Pudjo Hartono, “Launching” Tahun 2012 Sebagai Tahun Kesehatan GIKIA Published 
(Makassar: Kota Makasar, Tahun 2012) http://gizi.depkes.go.id/kota-makasar-launching-tahun-2012-
sebagai-tahun-kesehatan-gikia (12 juni 2014) 
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sebesar 9,26% dan tahun 2010 sebesar 9,60% merupakan kota yang tingkat 
pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan rata-rata nasional 
yang hanya 6,10%.4 
2. Kedudukan Kecamatan 
Kecamatan dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah merupakan institusi 
terdepan dalam berhubungan derngan masyarkat organisasi kecamatan merupakan 
front office pemerintah dengan masyarakat dapat pula disebut sebagai organisasi 
jalanan (street level buareucracy).Organisasi ini sangat menentukan citra baik dan 
buruknya layanan dan pengayoman serta perlindungan pemerintah atas 
masyarakatnya,citra pemerintah sangat tergantung dari kinerja organisasi kecamatan 
dan kelurahan khususnya. Salah satu faktor yang menentukan kinerja organisasi 
pemerintah kecamatan adalaha adanya kewenagnan yang jelas yang harus dikerjakan 
oleh kecamatan.5 
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pada tanggal 7 
Mei 2009 pemerintah membuat suatu peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2009tentangPembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar, dengan pertimbangan bahwa dalam rangaka penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah diperlukan penyesuaian dan perubahan terhadap kelembagaan 
                                                           
4http://kppnmakassar2.net/profil/geografis (9 Juni 2014) 
5Anwar Sanus, Kajian penataan kewenangan kecamatan kabupaten wajo, (Makassar: 
Ianmakassar, Tahun 2005). http://www.lanmakassar.com/simpenelitian/detail-2/1/53/kajian-penataan-
kewenangan kecamatan-kabupaten (14 juni 2014) 
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perangkat daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;bahwa untuk pelaksanaan tugass tersebut, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, perangkat daerah yang 
dimaksud sebagaimana terdapat didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 
tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
Pasal 1 menyebutkan bahwa : 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah  adalah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Makassar. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran 
pemerintahan daerah yang, terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 
dinas-dinas, Inspektorat, lembaga teknis, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kecamatan dan Kelurahan.dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).6 
Keberadaan kecamatan dalam suatu daerah akan memberikan dampak postif  
terhadap daerah tersebut, kedudukan kecamatan merupakan salah satu perangkat 
Pemerintah Daerah yang membantu menjalankan dan mengatur daerah tersebut 
                                                           
6Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 2009/14 
Juni 2014) 
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berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
Kedudukan Kecamatan dalam Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat 
didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Pasal 47menyebutkan bahwa :  
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat. 
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah.7 
3.   Tugas Pokok Kecamatan. 
 Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah Kabupaten/Kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan 
perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.8 
Tugas kecamatan dalam suatu daerah sangat penting, mngingat peran 
kecamatan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di 
Pedesaan/Kelurahaan. Salah satu perangkat daerah yang mudah di jangkau oleh 
                                                           
7Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 2009) 
8Tuesday, Pemerintah Kecamatan, (Makassar: Tugino thok  No comments, Tahun 2012) 
http://mastugino.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-kecamatan.html.(14 juni 2014) 
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masyarakat setempat, hal ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam hal ini 
Kabupaten/Kota. 
Tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana terdapat didalam Peretauran Daerah 
Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 48 menyebutkan bahwa : 
1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
2. Camat dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan; 
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 
g. Mengoordinasikan kegiatan pegelolaan kebersihan; 
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan; 
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i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan 
keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 
4. Struktur Organisasi Kecamatan  
Struktur organisasi kecamatan ini sangat penting untuk diketahui, mengingat 
setiap pegawai yang ada di organisasi pemerintah kecamatan ini masing-masing 
mempunyai fungsionlitas, sebagaimana terdapat didalam Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2009, Pasal 49 menyebutkan bahwa : 
1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas : 
a. Camat; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
g. Seksi Pengelolaan Kebersihan. 
2. Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 
XXXVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Camat merupakan kepala wilayah kecamatan.Tugas camat adalah 
menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada 
camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Misalnya, pembangunan 
sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya 
kecamatan.9 
 Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah 
Kabupaten/Kota.Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang 
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan.Dalam 
menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan.Perangkat kecamatan 
bertanggung jawab kepada camat.Camat harus mem pertanggungjawabkan tugas-
tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.Dengan 
                                                          
9Tuesday, Pemerintah Kecamatan, (Makassar: Tugino thok  No comments, Tahun 2012) 
http://mastugino.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-kecamatan.html.(14 juni 2014) 
41 
 
demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang 
dalam menjalankan tugasnya.10 
5. Kedudukan Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) 
Kepolisian merupakan salah satu perangkat negara yang berada di daerah 
Kabupaten/Kota/Kecamatan yang berperan penting dalam membantu pencapaian 
harapan suata wilayah kecamatan untuk memberikan pengayoman, perlindungan, 
keamanan dan kenyamanan serta ketenangan dalam masyarakat. 
Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan 
pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan 
kerajaan.Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh 
pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk 
menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. 
Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi 
untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa pendudukan Jepang,Jepang membagi 
wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di 
Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah 
                                                           
10Tuesday, Pemerintah Kecamatan, (Makassar: Tugino thok  No comments, Tahun 2012) 
http://mastugino.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-kecamatan.html.(14 juni 2014) 
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Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di 
Banjarmasin.11 
Perkembangan Kepolisian Negara Indonesia mengikuti perkembangan yang di 
alami Negara Indonesia, dapat dilihat dalam beberapa Fase antara lain : 
1. Periode 1950-1959 
Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan 
diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian 
Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana 
menteri/presiden.12 
2. Masa Orde Lama 
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, 
Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak 
menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti 
dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama 
sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala 
Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.13 
                                                           
11Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
12Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
13Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
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Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga 
menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 
26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan 
sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang 
memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian 
Negara).14 
Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri 
dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan 
keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 
15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat 
Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI 
tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.15 
Dengan Tap MPRS No.II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri 
atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan 
Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian 
Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan 
nasional.Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 
                                                           
14Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
15Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
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13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur 
ABRI yang sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.16 
Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, 
Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran 
dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan 
Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan 
Kepolisian (Menkasak).Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi 
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung 
jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 
290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut: 
1. Alat Negara Penegak Hukum. 
2. Koordinator Polsus. 
3. Ikut serta dalam pertahanan. 
4. Pembinaan Kamtibmas. 
5. Kekaryaan. 
6. Sebagai alat revolusi. 
Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI 
disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. 
Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik 
                                                           
16Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
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NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian 
anggota ABRI dari keempat angkatan.17 
3. Masa Orde Baru 
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan 
tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi 
ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 
ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan 
yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam 
meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima 
Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada 
Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.18 
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan 
Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata 
betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan 
Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.Pada tahun 1969 dengan 
Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai 
UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak 
lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 
                                                           
17Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
18Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
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1969.Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU 
diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.19 
6.  Organisasi Kepolisian 
Secara umum Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat 
sampai ke kewilayahan antara lain : 
1. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Mabes Polri);  
2. Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan Provinsi disebut Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Daerah (Polda);  
3. Organisasi Wilayah Kabupaten dan Kota disebut Kepolisian Resor Kota Besar 
(Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resort Kabupaten 
(Polres). 
4. Organisasi Wilayah Tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor Kota 
(Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek).20 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polsek sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan 
Kepolisian Sektor. 
                                                           
19Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
20Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia(12 juni 2014) 
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 Kedudukan Polsek Pasal 76 menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah 
Kapolres.21 
Tugas Polsek Pasal 78 menyebutkan bahwa Polsek bertugas menyelenggarakan 
tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.22  
Fungsi Polsek sebagaimana terdapat dalam Pasal 79 menyebutkan bahwa 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Polsek 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan 
dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan 
termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan 
pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan 
anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
                                                           
21DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
22DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan 
bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan 
peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK; 
3. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 
pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas; 
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna 
mewujudkan Kamseltibcarlantas; 
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta 
penyuluhan hukum pada masyarakat; 
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan 
serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 
8. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan; 
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan 
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10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi 
kegiatan di lingkungan Polsek.23 
7. Struktur Organisasi Kepolisian 
Struktur organisasi Kepolisian ini sangat penting untuk diketahui, mengingat 
setiap pegawai yang ada di organisasi Kepolisian ini masing-masing mempunyai 
fungsionlitas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.   
                                                           
23DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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Struktur Organisasi Kepolisian tersebut diatas, didasarkan padaPeraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan 
Kepolisian Sektor, Pasal 80 menyebutkan bahwa : 
 Susunan organisasi Polsek terdiri dari: 
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a.    Unsur Pimpinan 
Unsur Pimpinan Kapolsek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian 
Sektor, Pasal 87 menyebutkan bahwa :  
1. Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan pimpinan 
Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. 
2.  Kapolsek bertugas: 
a. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan 
organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam 
jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan 
b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan 
pelaksanaan tugasnya. 
Pasal 88 menyebutkan bahwa : 
 Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b merupakan 
unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kapolsek.  
1. Wakapolsek bertugas: 
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a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, 
mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh 
satuan organisasi Polsek; 
b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek 
berhalangan; dan 
c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan 
keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.24 
b.    Unsur pengawas 
Unsur PengawasKapolsek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian 
Sektor, Pasal 90 menyebutkan bahwa : 
1. Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas 
yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan 
ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan 
kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang 
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. 
                                                           
24DODI SYAHPUTRA MM, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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Unit Provos menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan 
tindakan personel Polri. 
b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek. 
c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik 
profesi Polri. 
d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang 
sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi. 
e. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman 
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan. 
Pasal 91 menyebutkan bahwa : 
Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.25 
c.    Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan 
Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan Kapolsek sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 
Resor dan Kepolisian Sektor,  Pasal 95 menyebutkan bahwa :  
                                                           
25DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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1. Sium (Seksi Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan 
unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, 
ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta 
pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan 
dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan 
Polsek; 
b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras; 
c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler 
untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan 
d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti; 
Pasal 96 menyebutkan bahwa : 
Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan 
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.  
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Pasal 102 menyebutkan bahwa : 
1. Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan unsur 
pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi 
serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi 
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek. 
b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan 
Polsek. 
Pasal 103 menyebutkan bahwa : 
Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek 
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.26 
d.    Unsur Pelaksana Tugas Pokok 
Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kapolsek sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 
                                                           
26DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan 
Kepolisian Sektor, Pasal 84 menyebutkan bahwa :  
Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, 
terdiri dari: 
1. SPKT. 
2. Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam). 
3. Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim). 
4. Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas) 
5. Unit Samapta Bhayangkara (Unitsabhara). 
6. Unit Lalu Lintas (Unitlantas). 
7. Unit Polisi Perairan (Unitpolair). 
Pasal 106 menyebutkan bahwa : 
1. SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap 
laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta 
memberikan pelayanan informasi. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT 
menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam 
bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), 
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat 
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat 
Izin Keramaian. 
b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain 
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan 
pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 
c. Pelayanan masyarakat melalui Surat dan Alat Komunikasi, antara lain 
telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet). 
d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan 
harian kepada Kapolsek. 
Pasal 107 menyebutkan bahwa : 
SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, 
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 108 tentang Unitintelkam menyebutkan bahwa : 
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1. Unitintelkam sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan 
meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini 
(early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan 
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan 
perizinan. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitintelkam 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen 
di lingkungan Polsek.     
b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya 
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), 
pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel 
pengemban fungsi intelijen. 
c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau 
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat 
kecamatan/kelurahan. 
d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan 
serta penyusunan produk intelijen. 
e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil 
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan. 
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f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang 
memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas 
pelaksanaannya. 
Pasal 109 menyebutkan bahwa : 
Unitintelkam dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 111 tentang Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim) menyebutkan bahwa : 
1. Unitreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksana 
tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 
termasuk fungsi identifikasi. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitreskrim 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 
b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik 
sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan. 
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Pasal 112 menyebutkan bahwa : 
Unitreskrim dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 114 tentang Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas) menyebutkan 
bahwa : 
1. Unitbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan 
pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitbinmas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap 
komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak. 
c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi 
pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat 
61 
 
dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non 
pemerintah. 
Pasal 115 menyebutkan bahwa : 
Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 117 tentang Unit Samapta Bhayangkara (Unitsabhara) menyebutkan bahwa : 
1. Unitsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana 
tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan 
masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, 
dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta pengamanan markas. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitsabhara 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan tugas Turjawali. 
b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, 
pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. 
c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan 
pengamanan TPTKP. 
d. Penjagaan dan pengamanan markas. 
62 
 
Pasal 118 menyebutkan bahwa : 
Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 120 tentang Unit Lalu Lintas (Unitlantas) menyebutkan bahwa : 
1. Unitlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan 
kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama 
lintas sektoral dan Dikmaslantas. 
b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas. 
c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu 
lintas dalam rangka penegakan hukum. 
Pasal 121 menyebutkan bahwa : 
Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. 
Pasal 123 tentang Unit Polisi Perairan (Unitpolair) menyebutkan bahwa : 
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1. Unitpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 
2. Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi 
patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan 
perairan lainnya. 
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitpolair 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, 
dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek. 
b. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan. 
Pasal 124 menyebutkan bahwa : 
Unitpolair dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.27 
e.    Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan 
Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Kapolsek sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan 
Kepolisian Sektor. 
                                                           
27DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
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Pasal 125 menyebutkan bahwa : 
Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 merupakan unsur 
pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolsek. 
Pasal 126 menyebutkan bahwa :  
Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan 
pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Pasal 127 menyebutkan bahwa :  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, 
Polsubsektor berfungsi: 
1. Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum 
Tipiring. 
2. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan 
dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan 
termasuk pengamanan kegiatan masyarakat. 
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3. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan 
serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 
4. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. 
Pasal 128 menyebutkan bahwa : 
Polsubsektor dipimpin oleh Kapolsubsektor yang bertanggung jawab kepada 
Kapolsek. 
Pasal 129 menyebutkan bahwa : 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, 
Polsubsektor dibantu oleh: 
1. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan administrasi 
umum dan ketatausahaan di lingkungan Polsubsektor. 
2. Unit Patroli, yang bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan kegiatan 
masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
serta penegakan hukum tindak pidana ringan. 
3. Unit Pelayanan Masyarakat (Unityanmas), yang bertugas memberikan pelayanan 
kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan 
laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan 
kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat 
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melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap Polri.28 
B. Hasil Penelitian 
Pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas 
menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, tetapi untuk merumuskan 
pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, 
jika perbuatan itu adalah merupakan kejahatan Premanisme, maka perbuatan tersebut 
masuk kedalam kategori tindak pidana. 
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh 
Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, 
premanisme adalah sekolompok orang yang ingin hidup bebas, merdeka tanpa ada 
paksaan dan tidak bisa diatur oleh siapapun.29 
Pendapat Chaidar ini menganggap bahwa premanisme itu adalah orang yang 
bebas, dari kebebasan itulah yang menimbulkan keonaran dan anarkis, perbuatan 
tersebut merupakan kategori tindakan premanisme. 
                                                           
28DODI SYAHPUTRA MM,TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLRI(Jakarta: 
2010)file:Http///F:TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20SATUAN%20POLRI%20_%20DODI%20SYA
HPUTRA%20MM%20.htm (19 juni 2014) 
29Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014 
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Hal lain juga disebut Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Mariso yang 
diwakili Oleh Anto, yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, Premanisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 
Individu/Kelompok yang selalu memaksakan kehendak dan melakukan ancaman 
kekerasan terhadap korban perbuatan premanisme tersebut.30 
 Pendapat Anto ini menanganggap bahwa perbuatan premanisme itu adalah 
suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekolompok orang dengan cara 
melakukan pemaksaan dan ancaman, perbuatan tersebut merupakan kategori tindakan 
premanisme.  
Demikian juga yang dikemukakan oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) 
Bontoala yang diwakili Oleh Jamaluddin, selaku bagian Kanit Reserse Kriminal 
(RESKRIM) menurutnya bahwa, Premanisme adalah suatu tindakan yang dilakukan 
Oleh seseorang/sekolompok orang dengan cara melakukan perbuatan pelanganggaran 
terhadap hukum yang ada sehingga merugikan orang lain.31 
Pendapat yang di kemukakan Oleh Kanit Reskrim ini menganggap bahwa 
preman itu adalah orang yang tidak taat kepada aturan yang ada, sehingga merugikan 
orang lain, perbuatan ini menurut Jamaluddin adalah merupakan kategori perbuatan 
premanisme. 
                                                           
30Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
31Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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Lembaga Kantor Camat Mariso yang diwakili oleh Muh. Syukri Dj selaku 
Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor Camat Mariso, juga menyebutkan bahwa, 
premanisme adalah suatu tindakan yang dilakukan Oleh seseorang/sekolompok orang 
yang bertentangan dengan hukum yang ada.32 
Pendapat Muh. Syukri Dj ini memandang bahwa perbuatan premanisme 
tersebut adalah perbuatan melawan hukum. 
1. Pengaturan Hukum tentang Premanisme 
Mengenai hukum yang mengatur tentang premanisme, belum banyak yang 
membahas secara jelas menguraikan tentang hukum yang mengatur  premanisme 
tersebut, tetapi untuk merumuskan hukum yang mengatur tentang premanisme ini, 
yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu adalah 
merupakan kejahatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian orang lain, maka 
perbuatan tersebut merupakan kategori perbuatan premanisme. 
Mengenai hal ini Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili 
Oleh Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan 
bahwa, aturan hukum yang mengatur tentang premanisme ini, belum ada aturan 
hukum yang secara jelas mengatur tentang perbuatan premanisme tersebut, akan 
tetapi jika yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana, maka ada Undang-
Undang yang mengaturnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya 
                                                           
32Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
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bahwa untuk masuk kedalam kategori hukum yang mengatur tentang premanisme 
tersebut dilihat dari perbuatannya, jika perbuatan itu tindak pidana, maka Undang-
Undang pidana itulah yang di terapkan pada para pelaku premanisme tersebut.33 
Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Mariso 
yang diwakili Oleh Anto, yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, aturan hukum yang mengatur tentang premanisme ini adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Menurutnya KUHP ini bisa di 
terapkan kepada para pelaku premanisme, karena premanisme ini merupakan 
perbuatan tindak pidana.34   
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala yang diwakili Oleh 
Jamaluddin, selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, 
aturan hukum yang mengatur tentang premanisme ini adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).Menurutnya KUHP ini bisa di terapkan kepada para pelaku 
premanisme, karena premanisme ini merupakan perbuatan tindak pidana.35 
a. Tindak Pidana yang masuk kategori Preamanisme 
Kategori yang masuk kedalam preamnisme ini sangat penting untuk dibahas, 
agar masyarakat bisa mebgetahui perbuatan yang masuk kedalam kategori 
                                                           
33Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014 
34Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
35Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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premanisme tersebut, supaya masyarakat dapat membedakan antara yang masuk 
kedalam perbuatan premanise dan yang tidak masuk kedalam kategori premanisme. 
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh 
Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, 
yang masuk keadalam kategori perbuatan preamanise tersebut, antara lain : 
2. Geng Motor 
3. Perang Kelompok 
4. Pemerasan.36 
Adapun kategori Premanisme Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) 
Mariso yang diwakili Oleh Anto, yang menangani bagian Reserse Kriminal 
(RESKRIM) menyebutkan bahwa, yang masuk keadalam kategori perbuatan 
preamanise tersebut, antara lain : 
1. Tawuran 
2. Penganiayaan 
3. Pencurian berat (CURAT) 
4. Pencurian berat (CURAT) biasa 
5. Pencurian biasa (CURS) 
6. Pengancaman 
                                                           
36Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014 
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7. Pemerasan.37 
Berkaitan hal tersebut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala yang 
diwakili Oleh Jamaluddin, selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, yang masuk keadalam kategori perbuatan preamanise tersebut, 
antara lain : 
1. Jambret 
2. Tawuran 
3. Pemorkosaan 
4. Penganiayaan 
5. Penodongan 
6. Sabu-sabu 
7. Geng Motor 
8. Pencurian Motor (CURANMOR).38 
Demikian juga disampaikan Oleh Lembaga Kantor Camat Mariso yang 
diwakili oleh Muh. Syukri Dj selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor 
Camat Mariso, menyebutkan bahwa, yang masuk keadalam kategori perbuatan 
preamanise tersebut, antara lain : 
1. Perkelahian Kelomok/Tawuran 
                                                           
37Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
38Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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2. Geng Motor 
3. Penjambretan 
4. Pemerasan.39 
      b.    Sanksi Tindak Pidana Premanisme 
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh 
Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa,  
sanksi yang dapat diterapkan pada para pelaku tindak pidana yang masuk kategori 
premanisme tersebut, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku 
tindak pidana tersebut, sebagai contoh : Jika para pelaku melakukan tindak pidana 
pencurian yang termasuk kedalam kategori premanisme, maka para pelaku tindak 
pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara sesuai dengan pasal 362 tentang 
penurian biasa.40 
Hal lain juga disebut Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Mariso yang 
diwakili Oleh Anto, yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, sanksi yang dapat diterapkan pada para pelaku tindak pidana 
yang masuk kategori premanisme tersebut, tergantung dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut, sebagai contoh : Jika para pelaku 
melakukan tindak pidana penganiayaan yang termasuk kedalam kategori premanisme, 
                                                           
39Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
40Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014  
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maka para pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara sesuai 
dengan pasal 351 tentang penganiayaan.41 
Demikian juga pendapat yang dikemukakan Oleh Lembaga Polisi Sektor 
(POLSEK) Bontoala yang diwakili Oleh Jamaluddin selaku bagian Kanit Reserse 
Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, sanksi yang dapat diterapkan pada para 
pelaku tindak pidana yang masuk kategori premanisme tersebut, tergantung dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut, sebagai contoh 
: Jika para pelaku melakukan tindak pidana pemorkosaan yang termasuk kedalam 
kategori premanisme, maka para pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan 
hukuman penjara sesuai dengan pasal 285 tentang Pemerkosaan.42 
Menurut Lembaga Kantor Camat Mariso yang diwakili oleh Muh. Syukri Dj 
selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor Camat Mariso, menyebutkan 
bahwa, sanksi yang dapat diterapkan pada para pelaku tindak pidana yang masuk 
kategori premanisme tersebut, sesua dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
 
 
 
                                                           
41Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
42Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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2. Peranan Kepolisian dalam Menangani Premanisme  
Kepolisian merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang berperang penting 
dalam menangani kejahatan Premanisme ini dengan tujuan memberikan perlindungan, 
kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat berharap banyak kepada 
peranan pihak Kepolisian untuk menangani kejahatan tersebut.  
Daftar Tabel tentang premanisme tahun 2012 
NO 
JENIS TINDAK 
PIDANA 
Makassar Bontoala Mariso 
KET 
L S L S L S 
1 CURAT 25 10 22 19 25 15  
2 CURAS 18 4 13 11 10 7  
3 CURANMOR 40 5 80 3 90 20  
4 ANIAYA 15 1 38 23 40 15  
5 PENGOROYOKAN 10 5 14 10 10 5  
6 NARKOBA 5 9   1 1  
7 PEMERASAN 5 3 2  2 1  
          
 JUMLAH 118 37 178 69 187 64  
         
    L S    
    118 37    
    178 69    
    187 64    
  TOTAL   490 170    
Keterangan: L belum selesai 
S sudah selesai 
  
Dilihat dari daftar tabel tentang premanisme tahun 2012 di tiga kecamatan 
diantaranya Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Mariso diatas 
menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana mulai dari pencurian berat sampai dengan 
pemerasan, secara total yang belum terselesaikan berjumlah 490 kasus premanisme. 
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Sementara kasus premanisme yang terselesaikan secara totalitas di tahun 2012 
berjumlah 170 kasus. 
Daftar tabel tentang premanisme tahun 2013 
NO 
JENIS TINDAK 
PIDANA 
Makassar Bontoala Mariso 
KET 
L S L S L S 
1 CURAT 30 13 6 11 25 7  
2 CURAS 20 7 9 6 10 5  
3 CURANMOR 20 6 68 7 80 22  
4 ANIAYA 15 5 35 40 20 11  
5 PENGOROYOKAN 5 2 20 16 5 3  
6 NARKOBA 2 1   2 2  
7 PEMERASAN 4 2   3 1  
          
 JUMLAH 96 36 173 80 145 51  
         
    L S    
    96 36    
    173 80    
    145 51    
  TOTAL   414 167    
Keterangan: L belum selesai 
S sudah selesai 
 
Dilihat dari daftar tabel tentang premanisme tahun 2013 di tiga kecamatan 
diantaranya Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Mariso diatas 
menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana mulai dari pencurian berat sampai dengan 
pemerasan, secara total yang belum terselesaikan berjumlah 414 kasus premanisme. 
Sementara kasus premanisme yang terselesaikan secara totalitas di tahun 2013 
berjumlah 167 kasus. 
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3. Wilayah yang sering terjadi tindak pidana preamanisme 
Wilayah yang sering tarjadi perbuatan preamnisme ini sangat penting untuk 
dibahas, agar masyarakat bisa mengetahui wilayah yang sering terjadi perbuatan 
premanisme tersebut, supaya masyarakat dapat membedakan antara wilayah yang 
rawan terjadi perbuatan premanisme dengan wilayah tidak terjadi perbuatan 
Premanisme, agar masyarakat tersebut dapat menghindari perbuatan premanisme ini 
untuk keselamatan dirinya. 
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh 
Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa,  
daerah yang sering terjadi perbuatan premanisme di Kota Makassar khususnya daerah 
Kecamatan Makassar, antara lain : 
1. Karuwisi 
2. Ablam 
3. Maccini.43 
Mengenai hal tersebut, Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Mariso yang 
diwakili Oleh Anto,  yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, daerah yang sering terjadi perbuatan premanisme di Kota 
Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, antara lain : 
                                                           
43Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014  
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1. Jln. Rajawali 
2. Pasar Senggol 
3. Cendrawasi 
4. Metro tanjung Bunga.44 
Demikian juga Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala yang diwakili 
Oleh Jamaluddin selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan 
bahwa, daerah yang sering terjadi perbuatan premanisme di Kota Makassar 
khususnya daerah Kecamatan Bontoala, antara lain : 
1. Jln. Andalas 
2. Jln. Kandea 
3. Kelurahan Baraya 
4. Pasar Terong.45 
Menurut Lembaga Kantor Camat Mariso yang diwakili oleh Muh. Syukri Dj 
selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor Camat Mariso, menyebutkan 
bahwa, daerah yang sering terjadi perbuatan premanisme di Kota Makassar 
khususnya daerah Kecamatan Bontoala, antara lain : 
1. Jln. Rajawali 
2. Pasar Senggol 
                                                           
44Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
45Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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3. Cendrawasi 
4. Metro tanjung Bunga.46 
4.   Faktor yang menyebabkan terjadinya premanisme 
Faktor yang menyebabkan tarjadinya perbuatan preamnisme ini, sangat 
penting untuk dibahas, agar masyarakat bisa mengetahui faktor yang menyebabkan  
terjadi perbuatan premanisme tersebut, supaya masyarakat dan aparat kepolisian 
dapat mengantisipasi faktor tersebut, sehingga tidak menimbulkan lagi perbuatan 
yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat. 
Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh Chaidar yang 
menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa,  faktor yang 
menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme di Kota Makassar khususnya daerah 
Kecamatan Makassar, antara lain : 
1. Ekonomi 
2. Pergaulan.47 
Demikian juga yang dikemukakan Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) 
Mariso yang diwakili Oleh Anto yang menangani bagian Reserse Kriminal 
(RESKRIM) menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan 
premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, antara lain : 
                                                           
46Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
47Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014  
79 
 
1. Ekonomi 
2. Pergaulan 
3. Pendidikan.48 
Hal lain juga dikemukan Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala 
yang diwakili Oleh Jamaluddin selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme di 
Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Bontoala, antara lain : 
1. Ekonomi 
2. Kondisi Sosial 
3. Pergaulan 
4. Minuman Keras.49 
Demikian juga yang di sebutkan Oleh Lembaga Kantor Camat Mariso yang 
diwakili oleh Muh. Syukri Dj selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor 
Camat Mariso, menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan 
premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, antara lain : 
1. Pendidikan 
2. Perhatian Orang Tua terhadap anaknya 
3. Ekonomi.50 
                                                           
48Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
49Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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a. Upaya-upaya Kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya Premanisme 
Uapaya-upaya yang dilakuka oleh kepolisian dalam menagntisipasi timbulnya 
premanisme ini, sangat penting untuk dibahas. Mengingat bahwa langkah-langkah 
atau Metode yang digunakan pihak Kepolisian itu merupakan strategi sangat penting 
untuk mengantisipasi timbulnya premanisme tersebut, agar masyarakat bisa 
mengetahui langkah-langkah yang digunakan pihak kepolisian dalam mengantisipasi 
timbulnya premanisme, sehingga tidak menimbulkan lagi perdebatan dikalangan 
masyarakat mengenai kinerja kepolisian terhadap perbuatan premanisme ini yang 
meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat. 
Dengan demikian, menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang 
diwakili Oleh Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa,  langkah-langkah yang digunakan dalam mengantisipasi 
timbulnya premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Makassar, 
antara lain : 
1. Penyeluhan 
2. Patroli.51 
Demikian juga yang dikemukakan Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) 
Mariso yang diwakili Oleh Anto yang menangani bagian Reserse Kriminal 
                                                                                                                                                                     
50Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
51Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014  
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(RESKRIM) menyebutkan bahwa, langkah-langkah yang digunakan dalam 
mengantisipasi timbulnya premanisme di Kota Makassar khususnya daerah 
Kecamatan Mariso, antara lain : 
1. Preventif (Pencegahan) 
2. Penyeluhan 
3. Parisia/Penindakan.52 
Mengenai hal tersebut, Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala yang 
diwakili Oleh Jamaluddin selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, langkah-langkah yang digunakan dalam mengantisipasi 
timbulnya premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, 
antara lain : 
1. Penyeluhan Hukum 
2. Menempatkan Anggota Kepolisian ditempat yang sering terjadi perbuatan 
premanisme.53 
Hal lain juga yang dikemukakan Oleh Lembaga Kantor Camat Mariso yang 
diwakili oleh Muh. Syukri Dj selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor 
Camat Mariso, menyebutkan bahwa, langkah-langkah yang digunakan dalam 
                                                           
52Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
53Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
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mengantisipasi timbulnya premanisme di Kota Makassar khususnya daerah 
Kecamatan Mariso, antara lain : 
1. Preventif (Pencegahaan) 
2. Pos Kamling 
3. Pelatihan Kewirausahaan 
4. Krjasama Pemerintah setempat.54 
b. Solusi mengenai Premanisme 
Solusia mengenai masalah premanisme yang dilakukan oleh aparat 
Pemerintah dan Kepolisian dalam menagntisipasi timbulnya premanisme ini, sangat 
penting untuk dibahas. Mengingat bahwa Solusi yang usulkan oleh berbagai 
pihak,mulai dari Masyarakat, Pemerintah dan Kepelisian itu merupakan strategi 
sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya premanisme tersebut, agar aparat 
pemerintah mulai dari RT, Lurah/Desa, Camat sampai Ke Bupati/Kotamudah dalam 
mengantisipasi timbulnya premanisme, sehingga tidak menimbulkan lagi keresahan  
dan mengganggu ketertiban masyarakat. 
Menurut Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Makassar yang diwakili Oleh 
Chaidar yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa,  
solusi yang digunakan dalam mengantisipasi timbulnya premanisme di Kota 
Makassar khususnya daerah Kecamatan Makassar, antara lain : 
                                                           
54Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
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1. Penyeluhan 
2. Giat Patroli diewaktu tertentu.55 
Hal lain juga di sampaikan Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Mariso 
yang diwakili Oleh Anto, S.H yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, solusi yang digunakan dalam mengantisipasi timbulnya 
premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, antara lain : 
1. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan premanisme tersebut. 
2. Ketelibatan semua pihak yang tertkait yaitu : 
c. Tokoh Masyarakat 
d. Ulama 
e. Pihak Pemerintah 
f. Kepolisian56 
Hal ini juga dikemukakan Oleh Lembaga Polisi Sektor (POLSEK) Bontoala 
yang diwakili Oleh Jamaluddin selaku bagian Kanit Reserse Kriminal (RESKRIM) 
menyebutkan bahwa, solusi yang digunakan dalam mengantisipasi timbulnya 
premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, antara lain : 
1. Ketelibatan semua pihak yang tertkait yaitu : 
a. Tokoh Masyarakat 
                                                           
55Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Makassar, tanggal 3 Januari 
2014  
56Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
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b. Ulama 
c. Pihak Pemerintah 
d. Kepolisian 
2. Pos Kamling 
3. Operasi Rutin 
4. Patroli daerah tertentu rawang perbuatan premanisme dalam waktu rutin 
5. Pemantauan Wilayah.57 
Demikian juga yang disampaikan Oleh Lembaga Kantor Camat Mariso yang 
diwakili oleh Muh. Syukri Dj selaku Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kantor 
Camat Mariso, menyebutkan bahwa, Solusi yang digunakan dalam mengantisipasi 
timbulnya premanisme di Kota Makassar khususnya daerah Kecamatan Mariso, 
antara lain : 
1. Penyeluhan Hukum yang dilakukan pleh pemerintah/pihak kepolisian terhadap 
masyarakat khususnya orang tua yang punya anak. 
2. Sanksi yang berat 
3. Dikecilkan dalam masyarakat 
4. Pembuatan Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang premanisme.58 
                                                           
57Wawancara langsung di Kantor Polisi Sektor (KAPOLSEK) Bontoala, tanggal 5 Januari 
2014 
58Wawancara langsung di Kantor Camat Mariso, tanggal 5 Januari 2014 
 85 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian mengenai Efektifitas Peran Kepolisian dalam 
Menangani Premanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Ketentuan hukum mengenai Premanisme belum ada yang secara khusus 
mengatur tentang Premanisme tersebut, akan tetapi jika tindak pidana tersebut 
masuk kedalam kategori Premanisme, maka diatur dalam Kita Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Premanisme juga diatur dalam Al-Qur’an sebagaimana 
terdapat didalam QS Al-Maidah/5: 32, 33 dan 39 yakni ”Oleh Karena itu, kami 
tetapkan (suatu Hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh 
seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena 
berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua 
manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-
akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami 
telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di 
bumi. 
2. Sejauh ini peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme mulai dari tahun 
2012/2013 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan, terdapat kemajuan 
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yang baik bagi kepolisian khususnya yang menangani kasus tindak pidana yang 
termasuk kategori premanisme tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang 
penulis temukan pula masih banyak terjadi perbuatan tindak pidana yang masuk 
ke dalam kategori premanisme. 
3. Factor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme adalah dikarenakan 
faktor Ekonomi, Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap anaknya 
dan Kondisi Sosial. 
4. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya 
Premanisme antara lain : 
a. Melakukan operasi pengamanan rutin maupun khusus untuk mencegah 
timbulnya kejahatan. 
b. Menempatkan personil-personil polisi pada tempat-tempat dalam wilayah 
yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. 
c. Menjalin kemitraan yang baik dan harmonis antara polisi dan masyarakat. 
d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
B. Implikasi Penelitian 
Lembaga Kepolisian dalam hal ini POLSEK yang ada di kota Makassar 
khususnya di tiga kecamatan yakni Mariso, Bontoala dan Makassar bartugas untuk 
menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Kepolisian sulit untuk 
melakukan hal demikian, disebabkan oleh karena regulasi yang tidak mendukung 
antara lain : 
1. Mengenai jumlah anggota personil yang tidak sebanding dengan jumlah 
masyarakat yang ada diwilayah Kota Makassar khususnya ketiga Kecamatan 
tersebut. Sehingga fungsi pengawasan dapat terganggu dan tidak secara maksimal 
kinerja polisi. 
2. Kurangnya keikut sertaan masyarakat secara penuh dalam menanggulangi 
kejahatan tersebut bahkan kurang tanggap pada saat terjadi kejahatan karena 
menganggapnya masih dalam batas kewajaran yang tidak begitu merugikan terlalu 
banyak. 
3. Mengenai keterbatasan proses penyidikan pada saat terjadinya kejahatan, untuk 
biaya operasional masing-masing anggota Polisi yang bersangkutan harus 
mengeluarkan biaya sendiri, misalanya dalam melakukan penangkapan tersangka 
dan beban pekerjaan yang penuh tersebut. 
4. Kejahatan tersebut telah menjadi kebiasaan bagi sipelaku, sehingga merasa sulit 
untuk meninggalkannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
5. Kurangnya sosialisasi mengenai perbuatan premanisme tersebut, bahwa perbuatan 
hal demikian sangat menganggu keamanan, kenyamanan dan akan merugikan 
orang lain, serta akan memutuskan silaturahmi. 
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